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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS     PATROLI     DALAM   KEGIATAN KEGIATAN RUTIN     

YANG DI TINGKATKAN POLDA  SUMSEL  TERHADAP 

PENCEGAHAN   TINDAK        KEJAHATAN        BEGAL       DIKOTA   

PALEMBANG 

 

Oleh : 

M. FAJRI 

 

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya 

kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah 

tugas preventif atau pencegahan kejahatan. Salah satu kegiatan tugas preventif 

kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor 

niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah 

efektifitas  patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera 

Selatan terhadap pencegahan  tindak kejahatan  begal di Kota Palembang ?, Dan 

2). Apakah kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  dalam 

mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang ?. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer 

dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: 1).  efektifitas  

patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap 

pencegahan  tindak kejahatan  begal di Kota Palembang Melalui patroli yang 

terencana dan didukung dengan sumber daya yang memadai, polisi dapat 

menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, mencegah terjadinya kejahatan, 

serta merespons dengan cepat dan tepat ketika tindak kriminal terjadi. Dengan 

demikian, patroli polisi tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif tetapi juga 

sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya dikota 

Palembang. Dan 2). kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  

dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang 

adalah : Keterbatasan jumlah personel, anggaran yang tidak memadai, 

infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya dukungan teknologi dan 

partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya perbaikan 

dalam berbagai aspek, seperti peningkatan sumber daya manusia, alokasi 

anggaran yang lebih baik, dan penguatan kerjasama dengan masyarakat dengan 

demikian dapat menciptakan kesinambungan  antara kegiatan patroli Polda 

Sumatera Selatan dengan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan tindakan 

begal terhadap masyarakat kota Palembang khususnya. 

 

Kata Kunci : Patroli, Polisi,  Begal Kota Palembang, Polda Sumatera Selatan 

 

 



 

 

ABSTRACT 

PATROL EFFECTIVENESS IN ROUTINE ACTIVITIES INCREASED BY 

SOUTH SUMATERA REGIONAL POLICE TOWARDS PREVENTION OF 

MURDER CRIMES IN PALEMBANG CITY 

 

By : 

M. FAJRI 

 

The police task that is considered the most effective in combating crime in 

handling and disclosing a crime is a preventive task or crime prevention. One of 

the preventive police duties is patrol. Patrols function to prevent the meeting of 

intention and opportunity factors so that they do not occur. disturbance of public 

security and order. The formulation of the problem in this study is: 1). How 

effective is the routine patrol activity carried out by the South Sumatra Police in 

preventing the crime of robbery in the city of Palembang?, And 2). What are the 

obstacles faced by the South Sumatra Police patrol in overcoming the crime of 

robbery in the city of Palembang? The research method used in this study is 

empirical normative research. The data sources used in this study consist of 

primary and secondary data. Based on the results of the study, it shows that: 1). 

the effectiveness of routine patrol activities carried out by the South Sumatra 

Police in preventing the crime of robbery in the city of Palembang Through 

planned patrols supported by adequate resources, the police can create a safe and 

orderly environment, prevent crime, and respond quickly and appropriately when 

a crime occurs. Thus, police patrols not only function as preventive efforts but 

also as an integral part of the law enforcement system that aims to realize security 

and order in society, especially in the city of Palembang. And 2). the obstacles 

faced by the South Sumatra Police patrol in overcoming the crime of robbery in 

the city of Palembang are: Limitations number of personnel, inadequate budget, 

inadequate infrastructure, and lack of technological support and community 

participation. These obstacles indicate the need for improvements in various 

aspects, such as improving human resources, better budget allocation, and 

strengthening cooperation with the community so that it can create continuity 

between the patrol activities of the South Sumatra Police and community 

participation in preventing acts of robbery against the people of Palembang in 

particular. 

 

Keywords: Patrol, Police, Palembang City Robbery, South Sumatra Regional 

Police 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tingkat kejahatan merupakan salah satu aspek kunci yang turut 

mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tercipta dan terpenuhinya 

keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk 

melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial. Bagaimana 

perkembangan tingkat kejahatan di Indonesia sesudah pandemi Covid -19. 

Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, diperlukan adanya sistem 

hukum yang berfungsi untuk menegakkan aturan dan menghukum pelaku 

kejahatan. Sistem hukum yang efektif dan efisien dapat membantu mengurangi 

angka kejahatan dan meningkatkan keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, negara membentuk sebuah institusi 

yang disebut kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibentuk 

pada tanggal 1 Juli 1946. Pada periode setelah kemerdekaan, Polri menerapkan 

sejumlah aturan dan menjalin hubungan kelembagaan dengan berbagai pihak. 

Fungsi dan tugas kepolisian memegang peran penting sebagai garda terdepan 

dalam melindungi masyarakat.  

Merujuk pada Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tugas utama kepolisian meliputi:  

1. Tugas pembinaan masyarakat, dilakukan dengan pendekatan secara sosial 

serta mutualisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan 

kesadaran hukum.  



 

 

2. Tugas di bidang preventif, meliputi memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat termasuk memberi perlindungan serta pertolongan.  

3. Tugas di bidang represif justisil, yang berkaitan dengan penyidikan dan 

penyelidikan pada tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. 

Tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi 

terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak 

pidana adalah tugas preventif atau pencegahan kejahatan. Salah satu kegiatan 

tugas preventif kepolisian adalah patroli. Patroli berfungsi untuk mencegah 

bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan 

ketertiban masyarakat maupun pelanggaran hukum dalam rangka upaya 

memelihara sekaligus meningkatkan tertib hukum dan upaya membina 

ketentraman masyarakat guna mewujudkan dan menjamin keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ihwal dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

yaitu fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, 

pengayom dan pelayan kepada masyarakat. 

Pada rilis akhir tahun 2023, Polda Sumsel mengungkap catatan tindak 

pidana yang mencengangkan sepanjang tahun. Dalam periode tersebut, tercatat 

sebanyak 14.894 tindak pidana, mengalami kenaikan signifikan sebesar 56,26% 

jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencatat 6.515 tindak pidana. 1  

Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, didampingi Wakapolda 

                                                             
        1 https://www.humas.polri.go.id/ 2023 /12 /29/ catatan- polda- sumsel- tahun-2023- lonjakan-

tindak-pidana- diakses pada tanggal, Hari Selasa,  tanggal  16 Juli 2024 

https://www.humas.polri.go.id/%202023%20/12%20/29/%20catatan-%20polda-%20sumsel-%20tahun-2023-%20lonjakan-tindak-pidana-
https://www.humas.polri.go.id/%202023%20/12%20/29/%20catatan-%20polda-%20sumsel-%20tahun-2023-%20lonjakan-tindak-pidana-


 

 

Sumsel Brigjen Pol M. Zulkarnain SIK MSi, menyampaikan rincian data dan 

pencapaian dalam rilis tersebut. Penyelesaian tindak pidana juga meningkat 

drastis, dari 5.749 perkara pada tahun 2022 menjadi 10.267 pada tahun 2023. 

Masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan 

perampasan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh anak dibawah 

umur, yang di istilahkan sebagai begal. Aksi begal jelas mengganggu keamanan 

masyarakat (public security) dan bahkan mengancam keamanan insani (human 

security).  Istilah “begal” merupakan istilah yang muncul di masyarakat Indonesia 

saja, untuk membedakan kejahatan yang dilakukan hanya pada pengendara sepeda 

motor saja 

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, 

sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti 

perampasan atau perampokan. 2   Secara terminologi kata begal dapat diartikan 

sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan 

yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata 

tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan 

pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara 

sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok 

dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.3 

Kejahatan begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat 

dikatakan akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, 

                                                             
       2  Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi 

Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Dikota Makasar, Jurnal  Al- Daulah, Volume 5, No. 1, 

Januari 2016., Hlm.4 

       3  Ibid., Hlm. 4 



 

 

penjambretan, penodongan, dan lain-lain. Pelaku Begal dalam melancarkan 

aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, 

mengancam dan melukai korbannya, lain dengan kejahatan pencurian dan 

penjambretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai 

meskipun ada juga yang melukai karena keadaannya yang terpaksa. 

Semakin tinggi tingkat kebutuhan di dalam masyarakat, akan sulit dalam 

mencari pekerjaaan, mangakibatkan terbukanya kesempatan teruntuk pelaku 

kejahatan dan disertai oleh ringannya suatu hukuman menjadikan seringnya 

terjadi kejahatan jalanan ini. Selain itu masih ada yang kurang tentang 

pemahaman hukum dan unsur-unsur pembentukan hukum sering dilupakan. Hal 

ini bisa kita lihat dan mengetahuinya dengan maraknya kejadian kejahatan yang 

tinggi yang dimana sebagai akibat dari tingkat masyarakat yang tidak memiliki 

pekerjaan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, begal merupakan suatu perbuatan atau 

tindak pidana yang di dalam KUHP tergolong dalam tindak kejahatan pencurian 

disertai dengan Kekerasan (curas), yang mana pelaku kejahatan begal dihukum 

atau dituntut dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini menjadi fenomena 

sosial. Hampir setiap hari ada berita tentang kejahatan baik di media cetak 

maupun elektronik. Jenis kasus pidana tersebut sebagian besar merupakan hal 

yang umum terjadi di masyarakat, yaitu kejahatan umum atau common crime.  

Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menjadi perhatian 

besar masyarakat saat ini  khususnya di Propinsi Sumatera Selatan dan kota besar 



 

 

seperti Palembang yang menjadi ibukota Propinsi.  Kejahatan jalanan seperti 

pencurian, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor, narkoba, 

pembunuhan, penipuan, pemerkosaan dan kejahatan sejenis lainnya yang 

dilakukan oleh anak-anak.  

Dosen senior Kriminologi Universitas Terbuka Inggris, Dr. David Scott 

menenerangkan konsep dan aspek kejahatan merupakan konsep yang 

kontroversial, tanpa definisi yang disepakati secara universal. 4   Namun, 

pendekatan yang paling lugas adalah dari sudut pandang legalistik, di mana 

kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, khususnya 

hukum pidana. 

Kejahatan jalanan besar di sekitar masyarakat memiliki dampak yang 

signifikan terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat. Dan ketika kejahatan-

kejahatan tersebut dibiarkan terjadi, timbul rasa takut dan tidak aman karena 

kejahatan - kejahatan tersebut paling dekat dengan masyarakat. Hal ini juga 

mempengaruhi produktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, masyarakat membutuhkan proses hukum dan penindakan yang 

melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan ini. 

Namun sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban yang mampu 

menyelesaikan persoalan tersebut. Karena sampai saat ini belum dapat ditentukan 

faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam 

menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa 

kompleksnya perilaku manusai baik individu maupun secara berkelompok. 

                                                             
        4  Bondan Anugrah, Arsenius Wisnu, Aji Patria Perkasa, Analisis Patroli Perintis Presisi 

Polres Metro Tangerang Kota Menggunakan Broken Window Theory, Jurnal Ilmu Kepolisian, 
Volume 17, Nomor 3, Desember 2023, Hlm. 2 



 

 

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar  atau bertentangan 

dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang 

melanggar larangan  yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi 

atau memenuhi atau melawan perintah-perintah yang teklah ditetapkan dalam 

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan 

bertempat tinggal.5 

Kejahatan merupakan pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja 

dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi 

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 6   Kejahatan 

merupakan masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan 

kapan saja. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, 

politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.  

Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian kendaraan 

bermotor roda dua. Dimana kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana 

transportasi masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi, sehingga menimbulkan 

dampak negatif dan meresahkan masyarakat. Pada prinsipnya kejahatan berasal 

dari dalam diri seseorang baik secara fisik maupun psikis.  Dalam pergaulan di 

masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antar anggota masyarakat yang satu 

dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan peristiwa yang dapat 

menggerakkan peristiwa hukum.  

                                                             
        5 Aris   Prio  Agus  Santoso,  Sukendar,  Aryono,   2022,   Kriminologi    Suatu    Pengenalan   

Dasar,  Pustaka   Baru Ekpress, Yogyakarta, Hlm.50 

       6 Barda Nawawi Arief, 2003, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, Hlm. 41. 



 

 

Kejahatan merupakan permasalahan yang abadi dalam kehidupan manusia, 

karena berkembang sejalan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang 

semakin kompleks dan semakin banyak peraturan, semakin banyak pula 

pelanggaran dan kejahatan.7 

Definisi kejahatan dapat dibedakan pengertian kejahatan menjadi dua 

sudut pandang yakni :8 

1. Sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosisologis. Dilihat 

dari sudut pandang yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah 

laku yang bertentangan dengan undang-undang. 

2. Sudut pandang secara sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan 

atau tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan 

masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. 

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan ( immoril), merugikan masyarakat, 

asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. 

Tugas  satuan kepolisian unit patroli Sabhara yang dinilai paling efektif 

untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pada malam hari dalam 

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif 

karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata- kata berbuat apa saja 

boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. 

Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal 

dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena 

                                                             
       7 Nursariani Simatupang, Faisal, 2017, Kriminologi, Pustaka Prima, Medan, Hlm. 46 

       8 Ibid. 



 

 

berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Patroli polisi 

dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan 

budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang 

akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah 

tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan 

diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan 

merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. 

Patroli Polisi juga dapat dijadikan sasaran menganalisis lingkungan 

sosialnya  yang luas sesuai lingkup tugasnya masing-masing, karena setiap 

wilayah sering memiliki karakteristik dan problema kepolisiannya masing-

masing. Apabila kondisi semacam ini dapat dihayati secara baik oleh setiap 

petugas patroli, maka menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi 

dunia kepolisian sekaligus dapat menghilangkan hal-hal monoton, karena waktu 

akan berjalan cepat sehingga petugas patroli menjadi sangat kekurangan waktu. 

Sejarah telah mencatat bahwa kepolisian dan militer senantiasa ada pada 

setiap negara modern, demikian juga di negara-negara kuno seperti Romawi, cina, 

dan kerajaan Majapahit juga terdapat kepolisian  dan militer dengan sebutan nama 

yang berbeda. Namun seirama dengan kemajuan peradaban manusia, polisi lalu 

dijadikan suatu satu kesatuan tersendiri dan dibebani tanggung jawab untuk 

memelihara ketertiban umum dan melindungi masyarakat. 

Pengetahuan untuk menyelenggarakan fungsi kepolisian yang semula 

ditanggapi hanya dengan “seni” ( craf ) kemudian berkembang menjadi suatu “ 

profesi”, yang menuntut penggunaan ilmu pengetahuan, yang semakin 



 

 

terspesialisasi, yakni ilmu kepolisian ( Police Science / Police Studies), dengan 

segenap komponen ilmu pengetahuan yang mendukungnya. 9 

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan 

masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran 

utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir 

bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan 

Sabhara yang bertugas  24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik 

di Indonesia maupun didunia. Satuan lalu lintas yang bertugas dalam lingkup lalu 

lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya 

memiliki fungsi patroli. Dengan adanya patroli masyarakat merasa aman dan 

nyaman saat berkegiatan di malam hari. 

Eksistensi dan kedudukan Polri dalam konsetelasi Ketatanegaraan di 

Indonesia mengalami pasang surut dan tarik ulur sedemikian kuat dan dinamis. 

Tarik ulur atau kalau boleh dikatakan sebagai “ rebutan” terhadap instusi Polri 

didasarkan pada anggapan bahwa siapa yang berhasil menguasai Polri akan 

memperkuat kekuasaan dan menaikan prestige lembaga tersebut. Hal ini di 

dasarkan pada kenyataan bahwa Polri merupakan institusi sipil yang diberi 

kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak keras dalam menangani 

gangguan keamanan dan ketertiban. 

Pada mulanya institusi Polri berada di bawah kewenangan Depdagri, 

namun Polri berhasil melepaskan diri pada tanggal 1 Juli 1946 dan menjadi 

                                                             
       9 Chairuddin  Ismail,  2015, Ilmu  Kepolisian  Dan  Perkembangannya  Di  Indonesia,  Merlyn 

Lestari, Jakarta, Hlm. 13 



 

 

departemen tersendiri.10  Hanya saja Polri berada dibawah TNI/ ABRI sebagai 

anak bungsu. Ketika berada dibawah asuhan TNI/ ABRI karakter dan tipikal Polri 

tidak jauh beda dengan matra militer lainnya, TNI –AD, TNI-AL, dan TNI – AU, 

sehingga Polri bersifat militeristik. Upaya mensipilkan Polri terus dilakukan dan 

berhasil pada tanggal 1 Juli tahun 2000 dimana Polri dilepaskan dari institusi 

militer ( ABRI/ TNI ), kemudian menjadi institusi sipil yang berkedudukan 

langsung dibawah Presiden. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 yang menempatkan Polri berada dibawah kendali dan 

komando Presiden.  11 

Polisi sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian 

sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 

tentang Polisi Republik Indonesia mengenai tugas fungsi kepolisian ialah salah 

satu fungsi pemerintahan negara yang bergerak pada bidang penegakan hukum, 

perlindungan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penganyoman, dan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Karena bahaya dan gangguan tersebut bersumber dan ditujukan kepada 

masyarakat, dan merupakan pekerjaan kepolisian untuk mengatasinya, maka 

secara umum objek dari  kepolisian adalah warga masyarakat baik secara 

perorangan maupun kelompok, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara fungsi 

kepolisian tersebut.  12 

                                                             
        10 Yoyok    Ucok    Suyono,    Hukum     Kepolisian      Kedudukan    Polri     Dalam     Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia  Setelah  Perubahan  Undang-Undang  Dasar 1945, Laksbang Grafika, 

Surabaya, 2013, Hlm.229 

       11 Ibid. 
       12 Chairuddin  Ismail, Op Cit., Hlm. 35 



 

 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda 

Sumatera Selatan terhadap pencegahan  tindak kejahatan  begal di Kota 

Palembang.  

B. Rumusan Masalah  

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam 

tesis  ini, maka penulis membatasi pada masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Bagaimanakah efektifitas  patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan 

oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan  tindak kejahatan  begal 

di Kota Palembang.  

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  

dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota 

Palembang ?  

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek terutama terkait 

dengan efektifitas  patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda 

Sumatera Selatan  dalam pencegahan  tindak  kejahatan  begal di Kota 

Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera 

Selatan  dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota 

Palembang. 

Penelitian dalam permasalahan ini adalah: Pertama : Kerangka Hukum 

Analisis Mendalam terhadap efektifitas dalam kegiatan rutin yang 



 

 

dilakukan oleh patroli Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan  

tindak  kejahatan  begal di Kota Palembang. 

Kedua: Implementasi terhadap kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda 

Sumatera Selatan  dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di 

wilayah Kota Palembang. 

2. Dengan ruang lingkup  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang komprehensif terhadap efektifitas  patroli dalam 

kegiatan rutin yang dilakukan oleh   Polda Sumatera Selatan terhadap 

pencegahan  tindak  kejahatan  begal di Kota Palembang. 

3. Kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  dalam 

mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah “ suatu kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara 

metodelogis, sistematis dan konsisten. Metodelogis berarti sesuai dengan metode 

atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsiten 

berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu”.13 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan memahami efektifitas patroli dalam kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan  tindak  

kejahatan  begal di Kota Palembang. 

                                                             
       13 Suratman, Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2012, Hlm. 34 



 

 

2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  

dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota 

Palembang. 

3. Menganalisis peranan  petugas patroli  Polda Sumatera Selatan didalam 

melakukan kegiatan patroli terhadap pencegahan  tindak kejahatan begal  

di kota Palembang dengan melibatkan berbagai aspek , termasuk  prosedur 

tetap ( protap ) dalam mengatasi  tindak kejahatan begal di kota 

Palembang. 

 Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam 

tentang kerangka hukum yang mengatur mengenai efektifitas  patroli 

dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh  Polda Sumatera Selatan 

terhadap pencegahan  tindak  kejahatan  begal di Kota Palembang. 

2. Menganalisis kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  

dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota 

Palembang 

3. Penelitian ini mengkaji lebih dalam terhadap  efektifitas  patroli dalam 

kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam 

pencegahan tindak kejahatan begal di kota Palembang. 

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 Pada konteks penelitian hukum, legal research adalah metode yang 

digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang isu-isu hukum dengan 

mengidentifikasi faktor faktor yang terlibat didalam permasalahan hukum  



 

 

tertentu. Dalam penelitian tesis, ada dua aspek yang menjadi kunci utama 

terhadap permasalahan hukum yaitu: kerangka teoritis , yang dikenal sebagai 

landasan teori, dan kerangka konseptual. 

1. Kerangka Teoritis 

 Kerangka teoritis atau landasan teori adalah pondasi teoritis yang 

mendukung penelitian ini dan membantu mengarahkan analisis. Kerangka teoritis 

menyoroti teori teori, konsep - konsep, dan prinsip- prinsip yang relevan untuk 

topik penelitian. Hal ini sangat membantu peneliti memahami landasan pemikiran 

yang telah ada dan cara cara dimana tipe penelitian telah dijabarkan dalam 

konteks teoritis.  Dalam kontek ini  teori - teori ilmiah digunakan  sebagai bahan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1) Teori Perlindungan Hukum 

 Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam 

perspektif hukum pemerintahan atau hukum adminsitrasi terutama mengenai 

konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya. 14 

 Perumusan kaidah hukum yang benar, misalnya, merupakan masalah 

dogmatik hukum, sedangkan efektifitas hukum merupakan masalah sosiologi 

hukum dan ilmu sosial lainnya. 15  Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan 

yang dicapai yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya biasanya akan dilakukan 

agar supaya  warga masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan 

mencamtumkan saknsi-sanksinya. 
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Bandung, Hlm. 2 



 

 

 Menurut Bagir Manan, penyelenggaraan adminsitrasi negara yang bersifat 

umum tersebut meliputi tugas dan tanggung wewenang administrasi dibidang 

keamanan dan ketertiban umum. Tugas dan wewenang memelihara, menjaga, dan 

menegakan keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang 

paling awal dari tradisional setiap pemerintah. 16   Khusus untuk tugas dan 

wewenang melindungi, mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat ( internal order) di delegasikan kepada lembaga kepolisian. 

 Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi rakyat dalam 

pespektif hukum pemerintahan atau hukum administrasi terutama mengenai 

konsep, prinsip, sarana, perlindungan hukum dan bentuknya. Perlindungan hukum 

perspektif hukum administrasi terkait dengan jaminan bahwa hak rakyat dihormati 

dalam rangka pelayanan publik berkenaan “ tindak Pemerintahan “ berdasarkan 

atas asas negara hukum. 

 Membahas efektifitas hukum berarti membahas efektifitas atau penegakan 

hukum dalam mengatur dan / atau penegakan hukum dan / atau menegakan 

kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum. 17   Upaya mengantisipasi untuk 

mengatasi masalah sosial, termasuk dalam  bidang kebijakan penegakan hukum. 

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum ) pidana atau 

penal merupakan cara yang paling tua.18  Setua peradaban manusia itu sendiri. 

Ada pula yang menyebut kan sebagai “ older philosophy of crime control”. 19 

 

                                                             
       16  Yoyok Ucok Suyono, Op cit., Hlm. 77 

       17  Ibid., Hlm.2 

       18  Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 

155 

       19  Ibid., Hlm. 156 



 

 

2. Teori Penegakan Hukum  

 Menurut Soerjono soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah 

penadangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.20 

 Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata 

Hukum, dan Budaya Hukum, Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :21 

1) Substansi Hukum 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. 

Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada 

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang 

hidup (Living law) bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-

Undang ( Law books ). 

2) Struktur Hukum / Pranata Hukum 

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem 

struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan 

dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 

                                                             
        20 Soerjono soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.8 

        21  Lawrence M. Friedman dalam Slamet Triwahyudi, Problema Penerapan Pidana Mati 

Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 1, Nomor 
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Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan 

Pelaksana Pidana ( Lapas ). Kewenangan lembaga penegak hukum 

dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuatan pemerintah dan 

pengaruh-pengaruh lain. 

3) Budaya Hukum 

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemeikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum erat kaitannya dengan 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum 

masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat 

merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara 

sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum. 

 Penegakan hukum bukanlah berarti banyak pada pelaksanaan dari 

peraturan perundang-undangan maupun keputusan hakim saja. Namun justru 

masalah pokok dari penegakan hukum yaitu terletak pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat 

mengakibatkan suatu dampak positif dan negatif. 

 

 

 



 

 

2. Kerangka Konseptual 

 a). Pengertian Efektifitas  Hukum 

 Efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang dicapai yakni efektifitas 

hukum. Salah satu upaya biasanya akan dilakukan agar supaya  warga masyarakat 

mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencamtumkan saknsi-sanksinya.22 

 Membahas efektifitas hukum berarti membahas efektivitas atau penegakan 

hukum dalam mengatur dan / atau penegakan hukum dan / atau menegakan 

kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum. 

 Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan 

dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan subjek hukum, baik melalui 

prosedur peradilan maupun melalui prosedur  non peradilan. 

 Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk 

mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. 

 Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan  didalam kaidah-kaidah yang mantap dan 

mengejawantah, serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan.23 

 b). Pengertian Polisi 

  Istilah “ polisi “ pada awal mulanya berasal dari bahasa Yunani                  

“ Politenia” yang berati seluruh pemerintah negara kota. Pada abad sebelum 

Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “ polis” pada zaman 

itu arti polisi sangatlah luas, bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara 
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kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan 

terhadap dewa-dewa.24 

 Pengertian Polisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun 

oleh Lukman Ali dan kawan-kawan, mendefinisikan Polisi sebagai badan 

pemerintah, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum                  

( menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya).25 

 Sejarah perkembangan kepolisian sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, sejak kemerdekaan hingga sekarang telah mengalami beberapa 

perubahan status maupun kedudukannya, dan beberapa kali mengalami perubahan 

Undang-Undang Kepolisian. Antara lain Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1961 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berlaku sejak tanggal 30 Juni 1961- tanggal 7 Oktober 1997, Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  berlaku 

sejak tanggal 7 Oktober 1997 tanggal 8 Januari 2002, dan Undang – Undang 

Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

berlaku sejak tanggal 8 Januari 2002 sampai sekarang. 

 Kepolisian menurut Undang- Undang  Nomor.  2 Tahun 2002 adalah 

segala hal - ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan dan lembaga polisi sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Polisi adalah suatu pranata umum sipil 

yang bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum diseluruh 

wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan 

tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, 
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sehingga lembaga kepolisian ada diseluruh wilayah negara indonesia. Polri 

sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk 

melaksanakan penegakan hukum. Polisi Patroli adalah kegiatan kepolisian ynag 

berfungsi untuk mencegah terjadinya niat dan kesempatan bagi para pelaku untuk 

melakukan  kejahatan. 

 c). Pengertian Patroli 

 Patroli berasal dari bahasa Inggris “ patrol” yang mempunyai arti pergi 

mengelilingi ( kamp, kota, jalan-jalan dan sebagainya ) untuk melihat yang 

dipatroli tersebut baik dengan berhati –hati atau memperhatikan ( terhadap 

seorang yang melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, atau terhadap yang 

membutuhkan pertolongan, dan sebagainya ). 26  Sedangkan Patroli itu diartikan: 

perondaan ( oleh Polisi, tentara, dan sebagainya ). Perondaan diartikan sebagai  

perjalanan keliling untuk menjaga keamanan. 27 

 Patroli supaya dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih. Karena dalam 

pelaksanaan patroli akan berhadapan dengan pelanggar hukum dan mencegahnya, 

aktivitas  akan memerlukan kekuatan (power) fisik, dan mental serta 

menggubakan pemikiran yang memerlukan pertimbangan. Sering terjadi petugas 

patroli yang mengetahui adanya pelanggaran hukum, namun karena tidak dapat 

diatasi sendiri, maka pelanggaran tersebut tidak dapat ditindak. Dalam patroli 

polisi akan mengadakan kegiatan observasi, kemudian mengadakan upaya paksa 

terhadap pelanggar hukum, mengadakan penuntutan. Wewenang tersebut hanya 
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dimiliki oleh anggota polri atau polisi khusus yang berakaitan dengan penegakan 

undang-undang tertentu. 

 d). Pengertian Kejahatan/ Tindak Kejahatan 

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar  atau bertentangan 

dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang 

melanggar larangan  yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi 

atau memenuhi atau melawan perintah-perintah yang teklah ditetapkan dalam 

kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan 

bertempat tinggal. Kejahatan dimaksudkan sebagai salah suatu perilaku yang 

bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. 

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan ( immoril), merugikan masyarakat, asosial sifatnya 

dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. 

Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan: 28  yaitu pengertian 

kejahatan secara yuridis dan pengertian secara sosiologis. Ditinjau dari segi 

yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan 

undang-undang. Ditinjau dari sesgi soisologis kejahatan adalah perbuatan atau 

tingkah laku yang selain merugikan sipenderita, juga sangat merugikan 

masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.  

Usaha untuk mengungkapkan masalah kejahatan secara ilmiah diwarnai 

oleh adanya suatu persaingan dan perbedaan sudut pandang antara mereka yang 

digolongkan sebagai kaum emperis dan kaum konseptual. Kaum empiris 
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nampaknya sangat gandrung dengan statistik dan setelah membuat prediksi 

terhadap suatu segi-segi tertentu terhadap kejahatan, kemudian mengadakan suatu 

analisis untukmmenarik suatu kesimpulan tertentu tentang segi-segi yang 

dimaksudkan. Sebaliknya kaum konseptual kadang-kadang menghindari dari 

bukti-bukti yang bersifat empiris. 

F. Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan dalam tesis  ini penelitian 

yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian Hukum 

normatif empiris  merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum 

sosiologis, dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian 

sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum atau 

peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. 29 

Penelitian empiris atau sosiologis terdiri dari : 30 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum; 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum. 

2. Metode Pendekatan Masalah  

  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kebijakan ( Policy-

Oriented approach). Namun karena sasaran utama dalam penelitian ini pada 

masalah efektifitas penegakan hukum patroli Polda Sumatera Selatan dilapangan, 

maka pendekatannya ditempuh secara yuridis historis. Pendekatan yuridis 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal/ 
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horizontal dan sistemik hukum diterapkan, yang bertumpu pada sekunder, dalam 

bidang hukum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu badan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.  Menurut Rene David dan Brierly 

salah satu manfaat dan arti penting dari perbandingan hukum adalah lebih baik 

memahami dan mengembangkan hukum nasional itu sendiri.31 

 Dalam penelitian atau pengkajian empiris ini di isyaratkan adanya 

perumusan masalah, penetapan metode dan  perumusan teori. Pendekatan   ini 

memungkinkan peneliti untuk menerapkan teori- teori hukum dan peraturan 

perundang -  undangan  dalam  menganalisis terhadap efektivitas  hukum patroli 

dalam kegiatan rutin yang dilakukan Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan 

tindak kejahatan begal dikota Palembang. 

3. Spesifikasi Penelitian 

  Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif 

karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan 

efektifitas patroli sabhara Polda Sumatera Selatan terhadap penegakan hukum 

tindak pidana kejahatan begal dikota Palembang. 

 4. Jenis Dan Sumber Data 

  Untuk   mendapatkan  hasil  penelitian  yang  akurat, lengkap  serta  dapat 

dipertanggung jawabkan maka diperlukan suber sumber data  yang  tepat, jelas  

dan  terpercaya. Dalam  penulisan  ini  peneliti  akan  menggunakan sumber data 

primer dan sekunder .  
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a. Bahan hukum primer, meliputi: 

1) Norma Dasar Pancasila; 

2) Undang-Undang Dasar 1945; 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

4) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian; 

5) Peraturan   Kapolri   Nomor.   24. Tahun  2007   tentang   Sistem 

Manajemen Pengamanan; 

6) Hasil    Wawancara   Sabhara    Polda    Sumatera   Selatan   dengan 

Masyarakat; 

b. Bahan - bahan   hukum   sekunder,  yaitu   bahan    hukum   yang   erat 

hubungannya  dengan  bahan   hukum   primer, dan   dapat  membantu 

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: Pendapat para 

ahli-ahli hukum terhadap hasil penelitian; 

5.  Tehnik Pengumpulan  Data 

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a) Wawancara; 

b) Analisis dokumen 

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti     

peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah secara lengkap 

dari berbagai sumber hukum, situs- situs  web milik pemerintah,  swasta, 

dan lembaga – lembaga nasional maupun  internasional yang terkait 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen - 

dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi 



 

 

kerangka hukum, kebijakan kebijakan yang berlaku serta praktik  

implementasi terhadap efektifitas  patroli dalam kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan terhadap pencegahan tindak 

kejahatan begal dikota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh  

patroli  Polda Sumatera Selatan  dalam mengatasi  tindak pidana 

kejahatan begal di wilayah Kota Palembang. 

  c. Studi Literatur 

   Tehnik  ini   menggunakan   studi   literatur  hukum  yang   berhubungan  

       dengan    permasalahan     yang     akan    diteliti.  Studi   literatur   akan  

        memungkinkan  peneliti untuk memahami  secara  jelas  dan  mendalam  

               terhadap efektifitas patroli dalam kegiatan  rutin  yang  dilakukan  oleh  

               Polda Sumatera Selatan terhadap  pencegahan  tindak  kejahatan  begal 

               Dikota  Palembang. Dan   kendala  yang  dihadapi  oleh   patroli   Polda  

               Sumatera Selatan  dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di  

               wilayah Kota Palembang. 

6. Metode  Analisis Data. 

  Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal 

yang akan diteliti kedalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.32 Bertolak 

dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analitis dengan pendekatan 

masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data diperoleh dalam 

penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara 

kumulatif.  
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   Dalam  analisis ini  peneliti akan menggunakan beberapa langkah. 

Langkah pertama : adalah analisis data secara pengelompokan. Data akan disusun 

secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, 

kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu - isu tentang hak asasi 

manusia yang relevan. Selanjutnya data akan di kodifikasikan, yaitu diberikan 

label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut. 

  Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis 

pola dan temuan- temuan penting dalam pengolahan data. Analisis secara 

sistematik  selanjutnya    dilakukan     untuk     mengolah  Tema utama yang 

muncul dalam dokumen dokumen hukum dan literatur  yang  diteliti. 

Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu isu yang   penting   yang   

berkaitan    dengan    efektifitas    patroli   dalam kegiatan rutin yang  dilakukan  

oleh  Polda  Sumatera  Selatan  terhadap  pencegahan tindak kejahatan begal 

dikota Palembang. Dan kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera 

Selatan  dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota 

Palembang. Langkah kedua semua  temuan - temuan   akan   dibandingkan   

dengan  teori- teori hukum  dan  kerangka  konseptual  yang  digunakan   dalam 

penelitian   ini.   

  Akhirnya  temuan  penelitian   akan   disajikan   secara   sistematis, akurat   

dalam    laporan   penelitian, yang   akan  mencakup analisis   mendalam  tentang    

kerangka  hukum, kebijakan  dan  praktik implementasi   terkait    permasalahan    

dalam  penelitian  ini.   

 



 

 

G. Sistematika Penulisan. 

  Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang untuk memberikan  

kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga  pembaca dapat  

dengan mudah memahami penelitian dan sistematikan penulisan ini. 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini akan memberikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual,  serta metode penelitian dan sistematika didalam penulisan. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian 

tentang, Efektifitas Hukum, Pengertian Patroli, Pengertian Polisi, Pengertian 

Kejahatan/ Tindak Kejahatan, Pengertian Begal. 

BAB  III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil temuan dari penelitian dan beserta analisis 

terhadap efektifitas  patroli dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polda 

Sumatera Selatan terhadap pencegahan  tindak kejahatan  begal di Kota 

Palembang, dan kendala yang dihadapi oleh  patroli  Polda Sumatera Selatan  

dalam mengatasi  tindak pidana kejahatan begal di wilayah Kota Palembang. 

BAB  IV : PENUTUP 

 Pada bab ini akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran-saran  dari 

penelitian ini.  
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